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tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta 

KUHPerdata. 

2. Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan penjelasan 

yang nyata dan terinci bagaimana kedudukan si penanggung dalam 

penanggungan yang tertanggungnya sedang dalam keadaan pailit 

untuk menjelaskan secara jelas apakah penanggungnya dapat dimohon 

pailit atau tidak, jika dapat maka diberikan peraturan mengenai apa 

syaratnya, kapan waktunya, bagaimana tata caranya agar tidak terjadi 

kebingungan bagi para pihak yang sedang dalam keadaan tersebut.  
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